
WAUKOTA PALEMBANG

PROVTNSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KER.JA DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketemuan Pasal 4 Pcraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 temang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kola
Palembang, perlu menetapkan Pcraturan Walikota
Palembang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pcrikanan Kota
Palembang;

Mengingal: 1 * Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 temang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparaur
Sipil Negera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

l’ahun ...
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Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Mentcri Kelautan dan Perikanan Nomor 26
Tahun 2016 tentang Kelautan dan Perikanan (Rerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); dan

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
[DINAS PERIKANAN KOTA PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Daerah Kota

Palembang.
6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota

Palembang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perikanan Kota

Palembang.
9. Bidang adalah Ridang pada Dinas Perikanan Kota

Palembang.
10.Sub Ragian adalah Sub Bagian pada Dinas Perikanan Kota

Palembang.
1 l .Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan Kota Palembang.
12. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

13, Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada
Dinas Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

M.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

3

Pasal 2

(1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan
pcmerintahan bidang Perikanan.

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada aval ( 1 )
mempunyai rugas membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan pcmerintahan di bidang Perikanan
dan tugas pembantuan.

(4) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayar (3) mcnydenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyclenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan

lingkup tugasnya;
c\ pelaksanaan adminisrrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikoia

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

( 1 ) Susunan Organisasi Dinas Perikanan , terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2 . Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Ridang Perikanan Budidaya , membawahi:
1. Seksi Pengembangan Budidaya;
2. Seksi Sarana Prasarana Budidaya; dan
3. Seksi Pcmbinaan dan Kelembagaan Usaha Budidaya.

d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
2. Seksi Pcngawasan dan Pengendalian Pcnangkapan

Ikan; dan
3. Seksi Perubinaan dan Kelembagaan Nelayan.

c. Bidang Pakan, Perbenihan , Kesehatsm Ikan dan
Lingkungan , membawahi:
1. Seksi Pakan;
2 . Seksi Perbenihan; dan
3. Seksi Keseharan Ikan dan Lingkungan.

f. Bidang Sumher Daya, membawahi:
1. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya

Perikanan;

2. Seksi...
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2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perikanan; dan

3. Seksi Bina Usaha Pcrikanan.
g. Unit Pclaksana Teknis;
h. Kelompok Jabatan Fungsionai;

(2) Sekretariat dipirnpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepaia Dinas,

(3) Masing-masing bidang dipirnpin oleh Kepaia Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia
Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipirnpin oleh Kepaia Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipirnpin oleh Kepaia Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaia
Bidang.

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tcnaga Kerja ,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Pcraturan Walikota ini.

BAR 111
UKAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepaia Dinas

Pasal 4

Kepaia Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan
pernerintahan dibidang Perikanan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Sekrctariat

Pasal 5

( 1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepaia Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
umum , perkanroran, kehumasan dan kepegavvaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlcngkapan dan

perkantoran;
d . pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

e. pelaksanaan...



c. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. pelaksanaan fasilitasi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1 ) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunvai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

umum dan kepegawaian;
b. mengelola administrasi umum dan surat menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola administrasi barang, perlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokolan;
f. mengelola administrasi kepegawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
h. melaporkan hasil keija dan capaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan , mempunvai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. menyusun dan menganalisa laporan keuangan;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pembukuan /akuntansi;
g. melaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan dinas dan sub

bagian perencanaan dan pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokumen perencanaan dinas;
d . mengukur capaian kinerja program dan kegiatan

bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kinerja dinas;
f. menyusun dokumen pelaporan dinas;
g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.



Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 7

6

( 1 ] Bidang Perikanan Budidaya, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perikanan
budidaya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
a. pcrumusan kebijakan teknis di bidang perikanan

budidaya;
b. penyusunan dan menelaah peraturan perundang-

undangan;
c. pelaksanaari koordinasi pengeloiaan urusan pemerintah

dan pelayanan umum di bidang perikanan budidaya ,
sarana dan prasarana budidaya dan pembinaan dan
kelembagaan usaha budidaya, membcntuk dan
meningkaikan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
rnanusia di bidang perikanan budidaya;

d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka invenLarisasi ,
identifikasi potensi areal pengembangan budidaya air
tawar, sungai dan rawa;

e. pelaksanaan identifikasi analisis sarana dan prasarana
perikanan budidaya;

f. mengkoordinir pelaksanaan pembinan teknis budava
perikanan;

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dirias sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Seksi Pengembangan Budidaya, melaksanakan tugas;

a. menyusun rcncana program dan kegiatan seksi
pengembangan budidaya;

b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang
perikanan tangkap;

c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi potensi area
pengembangan budidaya air tawar, sungai dan rawa;

d. mclakukan identifikasi dan pengembangan komoditas
unggulan perikanan budidaya;

e. melaksanakan pembinaan teknis budidaya perikanan;
f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Sarana Prasarana Budidaya, mempunyai tugas:
a. menyusun reneana program dan kegiatan seksi sarana

prasarana budidaya.
b. menyusun perumusan kebijakan teknis sarana

prasarana di bidang perikanan budidaya;
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c. melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan
pclayanan umum di bidang sarana dan prasarana
budidaya;

d. melaksanakan kebijakan pembinaan tata air
pemanfaatan air dan tata lahan pembudidaya ikan;

e. melaksanakan potensi dan alokasi lahan
pembudidayaan ikan;

f. melaksanakan kebijakan pengelolaan penggunaan
prasarana pembudidayaan ikan;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(3) S“ksi Pembinaan dan Kelembagaan Usaha Budidaya,

mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pembinaan don kelembagaan usaha budidaya;
b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan

dan kelembagaan usaha budidaya di bidang perikaaan
budidaya;

c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kelompok
pembudidaya ikan;

d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelompok
pembudidaya ikan;

e. melakukan pembinaan pada lembaga usaha budidaya;
f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Periknnan Tangkap

Pasal 9

(1) Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perikanan
tangkap.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai fungsi:
a. penyusunan perumusan teknis di bidang perikanan

tangkap;
b. penyusunan dan menelaah peraturan undang-undang

di bidang perikanan tangkap,
c. pelaksanaan koordinasi mengelola kebijakan

peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan
perikanan tangkap kewenangan kota;

d. pelaksanaan koordinasi membentuk dan meningkatkan
kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di
bidang perikanan rangkap;

e. pelaksanaan koordinasi untuk memberikan bimbingan
peragaan dan penerapan teknologi pengembangan
perikanan tangkap;

f. pelaksanaan koordinasi untuk pembinaan, pengawasan
dan pengendalian penangkapan ikan;

g- pelaksanaan . v.
I % ^
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g- pelaksanaan koordiriasi dan kerjasama dengan instansi
terkait ;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

i- pelaksanaan furigid lain yang diberikan oleh Kcpala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Pasal 10

(1) Scksi Pengembangan Perikanan Tangkap, mempunyai
tugas:
a. meyusun rencana program dan kegiatan scksi

pongembangan perikanan Larigkap;
b. menyiapkan bahan penyuSunan dan menelaah

peraturan perundang- undangan urusan pengembahgari
perikanan tangkap;

c. melaksanakan koordinasi pcngclolaan dan pemanfaatan
sumberdaya ikan;

d. melaksanakan dan pemanfaatan perikanan di wilayah
perairan umum dan daratan;

e. melaksanakan koordinasi dan estimasi stok ikan;
f. melaksanakan i nventarisasi , idendfikasi dan dukungan

dalam penetapan kebijakan snrana prasarana
penangkap ikan;

g. melaksanakan pendaftaran kapal perikanan;
h| melaksanakan kebijakan dalam pembuatan alat

penangkap ikan dan standarisasi kelaikari kapal
perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang
menjadi wewenang kota;

i. melaksanakan kebijakan dalam pemeriksaan fisik kapal
perikanan berukuran sainpai dengan b GT;

j. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasriya.

(2} Seksi Pengawasan dan Pengcndalian Penan^kapan Ikan ,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan ;
b. mclaksanakan dan menelaah peraturan perudang-

undangan pengawasan dan pengendalian penangkapan
ikan;

c. melaksanakan urusan pemerintah dan pelavanan
umum di bidang pengawasan dan pengendalian
penangkapan ikan;

d. mclaksanakan penumbuhkembangkan dan pembinaan
kelompok masvarakat pengawasan perairan;

e. mclaksanakan pembinaan dan kebijakan teknis dalam
hal pengawasan. dan pengendalian penangkapan ikan;

f. melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang lugasnya.

(3) Scksi. . .
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(3) Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Nelayan, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pembinaan dan kelcmbagaan nelayan;
b. menyiapkan bahan kcbijakan pembinaan, kelembagaan

nelayan dan sumbcrdaya mellputi inventarisasi,
idcntifikasi dan analisis data serra penyusunan sistem
informasi potensi sumbcrdaya perikanan tangkap,
kelembagaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan
tangkap;

c. menyusun dan pengelolaan data kegiatan pembinaan
dan kelembagaan nelayan ;

d. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama pengembangan
sumbcrdaya irianusia serta kelembagaan nelayan;
melaporkan basil kerja dan capaian kinerja; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugasnya.

Hagian Kelima
Bidang Pakan , Perbcnihan dan Keskanling

Pasal 11

(1) Bidang Pakan, Perbenihan dan Keskanling, mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pakan,
perbenihan dan keskanling

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayar ( 1 ) , Bidang Perbenihan dan Keskanling mempunyai
fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja bidang pakan,

perbenihan dan keskanling
b. pelaksanaan koordinasi dalam perumusan kebijakan

leknis pakan, perbenihan keskanling;
c. pelaksanaan koordinasi mengelola perumusan

kebijakan teknis pakan , perbenihan dan keskanling;
d. pelaksanaan koordinasi urusan pemerintahan dan

pelavanan umum di bidang pakan, perbenihan dan
keskanling;

e. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan
urusan pakan, perbenihan dan keskanling;

f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1} Seksi Pakan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pakan;
b. melakukan inventarisasi, identifikasi dan

pengembangan teknologi urusan pakan;
c. melaksanakan dan fasilitasi pengujian sertifikasi dan

penyediaan pakan yang balk;

d. melaksanakan., . ry

% ^ t
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d. melaksanakan pelavanan teknis dan administrasi
pakan;

c. melaksanakan urusan dan pclayanan umum di bidang
pakan, perbenihan dan keskanling;

f. melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang
pakan;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Perbenihan mempunyai tugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiaran seksi

perbenihan;
b. melakukan inventarisasi, identifikasi dan

pengembangan teknologi perbenihan;
c. melaksanakan pengembangan balai benih ikan;
d. melakukan pengawasan dan pembinaan cara

perhenihan ikan yang baik;
e. melaksanakan dan fasilitasi pengujian sertifikasi dan

penyediaan benih ikan unggul;
f. melaksanakan pemberian pelayanan teknis administrasi

perbenihan;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas/ kegiatan

seksi perbenihan;
h. melaporkan hasil keija dan capaian kinerja ; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan, melaksanakan
tugas:
a. rnenyusun rencana program dan kegiatan seksi

kesehatan ikan dan lingkungan;
b. menyusun perumusan kebijakan teknis kesehatan ikan

dan lingkungan;
c. melaksanakan urusan pemerintah dan pclayanan

umum di hidang keskanling;
d. melakukan inventarisasi, identifikasi jenis pola

penvebaran hama dan penyakit ikan;
e. melaksanakan pencegahan dan pcnanggulangan hama

dan penyakit ikan serta lingkungan perairan;
f. melaksanakan pemberian bimbingan , pembinaan teknis

penanggulangan hama dan penyakit ikan;
g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian perairan umum;
h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bagian Keenam...
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Bagian Keenam
Ridang Sumber Daya

Pasal 13
[1) Bidang Sumber Daya, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas di bidang sumber daya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1), Bidang Sumber Daya, mcmpunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana anggaran

perumusan kebijakan di bidang perikanan dan
budidava;

b. pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi;
c. pelaksanaan koordinasi rencana dan program kerja

bidang sumber daya;
d. penyusunan dan menelaah peraturan perundang-

undangan di bidang sumber daya;
e. pelaksanaan koordinasi tata laksana dan pelayanan;
f. pelaksanaan pembentukan dan meningkatkan

kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
bidang sumber daya;

g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkail;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

( 1) Seksi Pengendalian dan Pelesiarian Sumberdaya Perikanan
, mcmpunyai tugas:
a . menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengendalian pelestarian sumberdaya perikanan;
b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang

pendayagunaan dan konservasi perairan;
c. melaksanakan perlindungan dan pelestarian

sumberdaya ikan dan perairan;
d. melaksanakan penguatan inasyarakai adat dan

kemitraan pendayagunaan dan konservasi perairan;
e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis di bidang

pendayagunaan dan konservasi perairan;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang

pcnyelenggaraan pendayagunaan dan konservasi
perairan dan pendidikan dan pelatihan di bidang
perikanan;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
(2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan,

mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

pengembangan sumberdaya manusia perikanan;
b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis

pengembangan sumberdaya manusia perikanan;

c. menyiapkan...
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c. menviapkan perencanaan program pendidikan dan
pelarihan di bidang pcrikanan;

d. melaksanakan kerjasama pendidikan, pelatihan, dan
pcinagangan di bidang pcrikanan;

e. menvelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur
dan non aparatur di bidang pcrikanan;

f. melaksanakan pengembangan dan pern binaan
kelembagaan peserla larih dan lulusan pelarihan
pcrikanan;

g. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan di bidang perikanan;

h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Rina Usaha Perikanan, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi bina

usaha perikanan;
b. melaksanakan pemmusan kebijakan teknis bina usaha

pcrikanan di bidang pengembangan sumberdava
manusia perikanan;

c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kclompok
pengolah dan pemasaran hasil perikanan;

d. melaksanakan pengembangan dan pembinaan kelompok
pengolah dan pemasaran hasil perikanan;

c. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

(1) Unir Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis
operasiunal Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana leknis
mempunyai fungsi:
a. pclaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi teknis opcrasional.

Pasal 17

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dalam Pcraturan
Walikota.



BAB V
KELOMPOK JABATAN FUWGSIONAL

Pasal 1 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahlian masing-masing,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi kcdalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kcbutuhan dan masing-masing
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kedalam
bidang dan / atau seksi yang sesuai dengan butir kegiatan
teknis fungsional,

(41 Kebutuhan tenaga fungsional ditenrukan berdasarkan sifal,
jcnis dan beban kerja.

BAR VI
PBMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiavaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta sumber sumber lainnya yang sah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 20

( 1 ) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannva atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan nielalui
Sekretaris.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam mclaksanakan tugas-tugasnya vvajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun aniar satuan organisasi
di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di
luar Pemerintah Kota sesuai dengan Lugas rnasing-masing.

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian , Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannva masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pclaksanaan rngas bawahannva.
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(4) Kepala Dinas, Sekrctaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tcknis
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu,

(5) Seriap laporan yang diterima oleh pimpinan saLuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(6) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris Dinas arau Kepala Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERAL1HAN

Pasal 21

(1) Efcktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini,
wajib dilaksariakan selambat-lambatnya pada tanggal
1 Januari 2017.

(2) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Prosedur dan mekanistne pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
yang bersifat internal diatur lebib lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota
Nomor 41 Tahun 2009 temang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Dacrah Kota Palcmbang Bab II Bagian
Ketiga belas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 24

Peraturan Waiikota ini mulai berlaku pada tanggnl
diundangkan .

Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan
penguntiangau Peraiuran Waiikota ini , dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pale.mbang

Dketapkar. di Palembang
puda tanggal 30 fOC'Jtii'ter' 2y 16

I 1ARNOJOYO
Diundungkan di Palembang
pada tanggal so kjaumb&r 20 \0

SEKRETARIS DAERAH
K O T A ^ % ' n x j r n A

HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 201A NOMOR
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